GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Menimbang

Mengingat

SEPROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan
pelaksanaan bagi hasil pajak provinsi, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan
Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun
2015 tentang Tata Cara Bagi hasil Pajak Provinsi
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi

Banten;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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10.

11.

12.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan
dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2017
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata
Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2019 Nomor 4);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 39  Tahun
2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi
Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Banten Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Gubernur Banten Nomor
39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak
Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-
Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten

Tahun 2021 Nomor 25);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
GUBERNUR BANTEN NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 39

Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten (Berita Daerah

Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 25

Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur

Banten Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak

Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 25), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 7

Perhitungan dan pembayaran BHPP Tahun Berkenaan

untuk PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5),

dilaksanakan dengan periodisasi sebagai berikut:

a.

Untuk penerimaan BHPP bulan Januari sampai dengan

bulan Desember perhitungannya dilaksanakan setiap

Atas perhitungan penerimaan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, pembayarannya dapat dilakukan pada

atau triwulan berikutnya sesuai dengan

ketersediaan dana; dan



c. untuk pembayaran bulan pada periode triwulan
keempat atas perhitungan penerimaan BHPP
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat
dilaksanakan pada bulan berikutnya atau pada
triwulan I tahun anggaran berikutnya sesuai dengan
ketersediaan dana.

(2) Perhitungan BHPP Tahun Berkenaan untuk Pajak Rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilaksanakan

setelah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.

Pasal 1I

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Desember 2021

GUBERNUR BANTEN,
ttd.

WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Desember 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 63.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ttd.
Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001



